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PENGANTAR  
Dalam Global Peacefull Index (GPI) Report 2013, 
Indonesia menduduki peringkat ke 54 negara terdamai 
dari 162 negara di dunia, dengan skor 0.1879. Peringkat 
Indonesia cukup tinggi dibandingkan 4 negara lainnya di 
kawasan ASEAN, yakni Kamboja (115), Filipina  (129), 
Thailand (130), dan Birma (140). Selain beberapa 
indikator seperti tingkat kriminalitas, kekerasan yang 
berlatar belakang sektarian dan lainnya, GPI juga 
memasukkan 'teror politik' sebagai salah satu parameter. 
Teror politik dilakukan oleh suatu rezim berkuasa 
terhadap komunitas. 
Dalam Lima Tahun Terakhir, Kedamaian Cenderung 
Menurun. Perlu menjadi perhatian bahwa dibandingkan 
dengan 2008, skor Indonesia pada 2013 telah bergeser 
1% ke arah less peaceful (kurang damai). Pergeseran 
cukup tinggi dialami oleh Kamboja, Thailand dan 
Malaysia. Meskipun dari sisi peringkat, Malaysia masih 
relatif jauh di atas Indonesia. Konflik politik tak 
berkesudahan di Thailand dalam 5 tahun terakhir telah 
menurunkan peringkat kedamaian di Negeri Gajah ini. 
Menurunnya tingkat kedamaian (peacefull) berimplikasi 
pada peningkatan belanja pertahanan dan keamanan 
secara tak terencana. Hal ini akan mempersempit peluang 
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan 
lainnya.  
Pengalaman negara-negara di kawasan Timur Tengah 
akhir-akhir ini menjadi bukti nyata atas hal tersebut. 
Konflik politik tak berkesudahan di Thailand telah 
dipandang mengancam kelangsungan kesejahteraan 
warga dan merusak fundamen ketahanan nasional. Untuk 
alasan itu militer Thailand memilih untuk melakukan 
kudeta. 
 
KEDAMAIAN DAN TEROR POLITIK 
Konflik berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar 
golongan (SARA) merupakan salah satu ancaman 
terhadap kedamaian di Indonesia. Ada beberapa area 
rawan kekerasan yang perlu mendapatkan perhatian 
karena memiliki kemungkinan meluas dan bertrans-
formasi menjadi teror politik bagi warga: yaitu upaya 
pemurnian agama, sengketa agraria, sengketa hubungan 
industrial, meningkatnya warga Indonesia yang berkerja 
di luar negeri, dan berkembangnya kegiatan ekonomi 
ilegal. 
Upaya Pemurnian Agama Dan Sentimen Etnik. Isu-
isu yang bernuansa SARA yang terus dibangun oleh 
kelompok puritan merupakan bahaya laten yang perlu 
diatasi secara lebih sistemik dan mendasar. Termasuk 
didalamnya konflik etnik yang diwarnai oleh perbedaan 
agama.  
Pendidikan yang tak memiliki orientasi kuat pada pem-
bangunan karakter, penghargaan terhadap keberagaman, 
dan tingginya kesenjangan ekonomi di sisi lain akan 
menyebabkan upaya permunian agama berkembang men-
jadi lahan pembibitan yang subur bagi kaum puritan dan 
terorisme. 
Sengketa Agraria. Jenis sengketa ini diperkirakan akan 
terus meningkat di sektor sumber daya alam dan sektor 
ekonomi yang lapar lahan lainnya. Bagaimanapun 
struktur tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh 
pekerja di sektor pertanian. Situasi ini diperburuk dengan 
tingginya tekanan ekonomi kepada kaum tani, di mana 
pada 10 tahun terakhir ada 5,1 juta rumah tangga tani 
berlahan minim yang harus beralih profesi. Penyebabnya, 
penghasilan mereka terus menerus tergerus. Ditambah 
lagi dengan kehadiran investasi di sektor ekstraktif dan 
perkebunan, yang dalam kondisi ini diperkirakan akan 
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meningkatkan eskalasi konflik, bersamaan dengan rusak-
nya keseimbangan ekologis. 
Sengketa Hubungan Industrial.  Sengketa ini 
diperkirakan akan terus meningkat akibat daya saing 
ekonomi yang terus-menerus cenderung memojokkan 
posisi kaum pekerja di sektor industri. Buruknya 
infrastruktur, pasokan energi yang kurang, pemanfaatan 
peralatan dan mesin yang telah berumur tua, hingga 
pelayanan yang buruk di pelabuhan telah menyebabkan 
biaya logistik meningkat tinggi dan terhambatnya kece-
patan produksi.  
Rendahnya produktifitas ini, secara umum, telah menye-
babkan tuntutan kenaikan upah buruh dianggap meng-
ganggu daya saing industri nasional. Merebaknya aksi 
mogok dan protes buruh terhadap pemerintah telah 
mengganggu harmonisasi dalam hubungan industrial. 
Situasi ini rentan untuk dikembangkan oleh kelompok 
tertentu menjadi konflik fisik yang akan ikut menurunkan 
tingkat kedamaian di Indonesia. 
Buruknya Perlindungan Terhadap Pekerja Migran. 
Kegagalan ekonomi domestik untuk menciptakan 
lapangan kerja yang memadai dan dorongan alamiah 
untuk bertahan hidup dengan menjadi pekerja migran 
telah menyebabkan lapis masyarakat tertentu rawan 
menjadi korban kekerasan.  Migrant Care (2014) menca-
tat setidaknya ada 265 orang TKI di luar negeri yang 
terancam hukuman mati.  
Posisi tawar yang lemah, ketidaksiapan dan lemahnya 
perlindungan hukum bagi kaum migran menjadi faktor 
penyebab meningkatnya risiko kekerasan. Konflik politik 
antara Indonesia dengan negara tujuan akan 
menyebabkan mereka menjadi pihak pertama yang akan 
mengalami teror politik di tempat bekerja. Ancaman 
pengusiran terhadap pekerja migran di Malaysia 
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beberapa tahun yang lalu adalah contoh nyata. 
Ekonomi Ilegal Dan Kekerasan. Ekonomi ilegal 
mencakup sektor yang cukup luas. Mulai dari human 
traficking, peredaran narkoba hingga pencurian kekayaan 
alam Indonesia. Dalam berbagai kasus media telah 
memuat kekerasan yang dialami oleh para nelayan ketika 
berhadapan dengan illegal fishing yang tidak hanya 
memiliki teknologi lebih kuat, tapi juga dilengkapi 
persenjataan.  
Kekerasan di sektor ekonomi illegal tersebut, ketika 
bertemu dengan birokrasi yang korup dan kekuatan 
politik yang lapar logistic, akan mendorong terjadinya 
transformasi kekuatan para pelaku menjadi suatu teror 
politik yang akan menjauhkan warga dari kedamaian. 
Terutama kedamaian dalam menjalankan mata penca-
hariannya. Kementerian Kelautan menyatakan pencurian 
ikan terjadi 6.215 kasus sepanjang 2001 hingga 2013. 
Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga Rp. 30 
triliun/tahun. 
KEKUATAN AGREGAT INDONESIA  
Tahun 2013, FNSR (Foundation for National Security 
Research) telah menerbitkan laporan mengenai National 
Power Index. National Power Index merupakan indikator 
komposit dari kapabilitas: ekonomi, militer, populasi, 
teknologi, keamanan energi, dan hubungan luar negeri.  
Indonesia menduduki peringkat ke 21, dengan angka 
18,02 dari skala100. Kendati memiliki jumlah penduduk 
besar dan masuk dalam kelompok ekonomi G-20, skor 
tertinggi dalam komposit Indonesia ada pada kapabilitas 
militer dan keamanan energy, meskipun dari sisi 
peringkat masih cukup jauh, dibawah beberapa kekuatan 
militer berpengaruh di tingkat regional, katakanlah 
Australia dan Cina.  
Menjadi penting untuk segera memperbaiki kebijakan 
tata kelola energi agar tidak mengalami ancaman defisit 
persediaan (stock) di kemudian hari. 
Rendahnya porsi anggaran militer merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi kekuatan indonesia untuk 
menjaga keutuhan teritorial dan aktivitas warga negara.  
Pada 2013, berdasarkan perhitungan dengan sumber data 
dari PBB, IMF dan SIPRI, belanja militer Indonesia 
hanya mencapai 0,8% dari Produk Domestik Bruto 
(PDB). Angka ini hanya separuh dari Autralia yang 
mencapai 1,6% PDB dan jauh di bawah rata-rata 20 
negara kekuatan ekonomi dunia (minus, AS, Cina, Rusia 
dan Arab Saudi) yang mencapai 1,5% PDB. 
Penguasaan terhadap teknologi informasi juga 
merupakan faktor yang menentukan kekuatan nasional. 
Dalam dokumen visi-misi kedua Capres tak terlihat 
agenda spesifik untuk mengantisipasi dampak cyber war. 
Keuanggulan dan kepemimpinan dalam cyber war 
menjadi salah satu faktor penentu kekuatan nasional 
suatu negara pada abad ini. 
AGENDA KETAHANAN NASIONAL PARA 
CAPRES 
Pertahanan. Untuk menjalankan kebijakan tersebut 
Jokowi bermaksud meningkatkan belanja pertahanan 
mencapai 1.6% PDB pada 2019 dan mengembangkan 
industri pertahanan. Sedangkan Prabowo masih memilih 
untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan personil, 
tanpa menetapkan target pada porsi belanja pertahanan.  
Jokowi mengagendakan evaluasi kinerja Pimpinan Badan 
Intelijen berdasarkan penurunan tingkat ancaman. Untuk 
memperkuat pengaruh internasional, Jokowi menarget-
kan agenda diplomasi pertahanan dan penempatan putra-
putri terbaik bangsa pada lembaga-lembaga regional dan 
internasional.  
Pada bagian terdahulu telah dibahas bahwa kedamaian 
dapat semakin diperburuk tidak hanya oleh faktor 
ancaman eksternal, namun juga oleh konflik sosial yang 
bertransformasi menjadi teror politik. Bagaimana agenda 
masing-masing Capres terkait hal ini? 
Konflik Akibat Upaya Pemurnian Agama Dan Sepa-
ratisme. Tidak ada agenda eksplisit untuk hal ini pada 
dokumen visi-misi kedua capres. Namun Jokowi menga-
gendakan pemulihan pranata sosial untuk penyele-saian 
konflik, selain jalur hukum. Jokowi secara implisit me-
nolak akomodasi kelompok puritan dengan menyata-kan 
akan "..menindak tegas semua hal-hal yang berten-tangan 
dengan hak-hak warga dan nilai-nilai kemanu-siaan 
seperti yang tercantum di Pancasila" (Visi-misi hal. 40).  
Upaya sistemik yang akan dilakukan juga eksplisit 
disampaikan pada kebijakan pendidikan. Agenda Jokowi 
menargetkan 70% kurikulum pendidikan dasar memuat 
materi tentang kewarganegaraan dan budi pekerti. Prabowo 
tak memiliki agenda spesifik untuk hal ini. Untuk konflik 
yang ditimbulkan oleh kesenjangan spasial dan aksi 
separatism, Jokowi memilih menerapkan desentralisasi 
asimetrik.  
Sengketa Agraria. Meski kedua Capres memiliki 
agenda untuk reforma agraria, untuk mengatasi konflik 
sumber daya agraria, Jokowi mengagendakan penyele-





saian sengketa agraria dan penghormatan atas hak-hak 
adat.  
Dalam program ekonomi kedua Capres, masing-masing 
mencanangkan program pembukaan areal pertanian baru 
jutaan Ha. Namun tantangan bagi program ini adalah 
bagaimana merancang suatu mitigasi sosio ekologis yang 
efektif. Jika tidak, program ini akan menghasilkan suatu 
konflik baru. 
Mendorong Partisipasi Warga.  Jokowi mengagen-
dakan jaminan atas pelibatan warga dalam perumusan 
kebijakan publik dan hak untuk mengakses informasi. 
Dalam hal kebebasan media, Jokowi bermaksud 
untuk menata frekuensi untuk menghindari Kartel dan 
Monopoli pada industri penyiaran. Namun demikian, 
belum ada gagasan konkrit untuk memutus mata-rantai 
kepemilikan media dengan kekuasaan politik (inde-
pendensi media). Prabowo tak memiliki agenda khusus 
terkait partisipasi masyarakat sipil dan media. 
Perlindungan Terhadap Pekerja Migran. BNP2TKI 
menyatakan, pada 2013 devisa yang diperoleh dari 
pekerja migran mencapai Rp. 100 triliun per tahun. Baik 
Jokowi maupun Prabowo memprioritaskan perlindungan 
terhadap pekerja migran, meskipun tidak menjelaskan 
secara konkrit program kerja mereka.  
Terlepas dari agenda kampanye, dalam proses berjalan, 
Prabowo telah menunjukkan komitmennya secara riel  
dengan memberikan bantuan hukum secara langsung 
kepada TKI di Malaysia, yang terancam hukuman mati. 
Kegiatan Ekonomi Ilegal. Baik Jokowi maupun 
Prabowo memiliki agenda untuk mengatasi kerugian dari 
kegiatan ekonomi ilegal. Namun demikian, upaya untuk 
memperkuat pertahanan dan keamanan maritim lebih 
tergambar jelas pada Jokowi. Secara eksplisit, kebijakan 
ini lebih berorientasi pada penyelamatan nilai tambah 
ekonomi dan belum memasukkan agenda perlindungan 
terhadap warga, Tanpa kejelasan agenda, konflik dengan 
pelaku ekonomi eksternal akan beralih kepada pelaku 
ekonomi domestik.  
Pembenahan Dan Penguatan Partai Politik. Kedua 
Capres masih memuat agenda klasik dalam hal kualitas 
dan keterwakilan perempuan. Dalam dokumen Visi-misi, 
Jokowi memilih untuk melanjutkan dan memperbaiki 
kebijakan pembiayaan partai politik yang bersumber dari 
APBN atau APBD dan perbaikan sistem pengelolaan 
keuangan partai politik.  
Tak ada agenda spesifik dari kedua Capres untuk 
menerapkan kebijakan batasan waktu keanggotaan 
(misal: minimum 3 tahun) bagi kader partai untuk dapat 
menjadi calon anggota legislatif. Tanpa kebijakan ini 
diperkirakan Partai politik masih akan menjadi media 
pengembangbiakan politik oportunis dan sistem 
kaderisasi tak akan berkembang sehat.  
Iklim yang tak sehat pada partai politik akan 
menyebabkan berkembangnya politik akomodasi 
terhadap pemilik modal dan lebih jauh parpol akan 
menjadi wadah politik bagi komunitas puritan dan para 
pelaku teror politik. Sehingga kelompok ini akan 
mendapatkan jalur kuasanya ke ranah legislatif dan 
pusat-pusat kekuasaan.  
Dalam hal Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, kedua 
Capres tidak memuat agenda spesifik dalam dokumen 
visi-misi mereka, meskipun dalam pernyataan langsung 
Jokowi menyatakan tetap mendukung pilkada langsung 
oleh warga dan pemilu serentak untuk efisiensi. 
Secara keseluruhan Jokowi lebih terlihat memiliki 
kerangka sitemik dalam membangun ketahanan nasional. 
Dalam konteks pertahanan Jokowi menetapkan perge-
seran orientasi kepada kekuatan maritim di regional. 
Jokowi juga menetapkan target porsi belanja pertahanan 
yang lebih jelas, yakni 1.6% PDB  pada 2019, dan mene- 
tapkan target penurunan ancaman sebagai evaluasi 
kinerja Badan Intelijen Negara. Hal ini mencerminkan 
upaya untuk meningkatkan kekuatan agregat Indonesia 
(national power index) yang berimplikasi pada posisi 
tawar di tingkat regional maupun global. 
Untuk politik dalam negeri, prioritas kebijakan untuk 
meningkatkan partisipasi warga, pemulihan pranata so-
sial untuk penyelesaian konflik, penerpan desentralisasi 
asimetrik dan fokus utama pendidikan dasar pada 
kewarganegaraan dan budi pekerti akan memberikan 
dampak perubahan jangka menegah dan jangka panjang 
yang lebih mendasar. Keberhasilan kebijakn ini akan 
meningkatkan posisi Indonesia dalam Global Peacefull 
Index. 
CATATAN PENUTUP: ORIENTASI BERUBAH? 
Persaingan dalam Pemilihan Presiden sedang berlang-
sung cukup tajam. Nuansa kekerasan mulai terasa di ber-
bagai media sosial. Undang-Undang tentang Pers, Penyi- 
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aran, Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Keter-
bukaaan informasi tak mampu membendungnya.  
Jika tidak ada aral melintang, pada 2025 perekonomian 
Indonesia diperkirakan akan masuk 10 terbesar dunia. 
Maka kini adalah saatnya untuk membangun kerangka 
ketahanan nasional yang lebih fundamental dan sistemik. 
Jika tidak, 'penyakit Thailand' akan menulari negeri ini. 
Ada dua pertanyaan penting: pertama, jika terpilih apakah 
Jokowi akan berhasil mentransformasi titik berat 
kekuatan TNI yang sejak era kemerdekaan berada pada 
Angkatan Darat? Presiden Abdurrahman Wahid telah 
memulainya dengan pergiliran Panglima TNI antar 
angkatan. Kedua, mengapa Prabowo yang berlatar 
belakang militer justru tidak memuat kerangka yang 
lebih sitemik dalam kebijakan pembangunan ketahanan 
nasional dalam dokumen visi-misinya? Hanya mereka 
yang bisa menjawab. 
 
 
